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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR  :   1  TAHUN   2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURWAKARTA, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perluasan kewenangan 

pengelolaan pajak daerah, sebagaimana yang diatur dalam  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan 
kembali terhadap struktur organisasi dan tugas pokok serta 
fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, dipandang perlu mengubah Peraturan 
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Dinas Daerah.   

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
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Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI 
Nomor 5049; 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002  Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737): 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah    (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

 

dan 
 

BUPATI PURWAKARTA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG 
PEMBENTUKAN  DINAS DAERAH. 

   
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c diubah, dan Pasal 14 ayat (3) diubah 
sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 14 

 
(1) Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah. 

 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas 

Pengelola Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;  
b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 
c. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 
 
 


